PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR
20 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

bahwa untuk mengoptimalkan kinerja suatu
organisasi sehingga mampu mendukung terwujudnya cita-cita
pembangunan daerah maka perlu untuk menata kembali
susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan
dan Serkretariat Dewan Kabupaten Nunukan;

bahwa sehubungan dengan tuntutan dinamika organisasi dan
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundangan-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Nunukan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Nunukan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Nunukan perlu dirubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Nunukan dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok
Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3040 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang —
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang
— Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 4289);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor
4844 ):;

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
ahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah  Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
4018) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
164);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15
Seri D Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 20 Seri D
Nomor 06);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Menetapkan

dan
BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
NUNUKAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.

Pasal |

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Nunukan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 20 Seri D
Nomor 06) diubah sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan terdiri atas :
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Tata Pemerintahan yang terdiri atas :
1. Bagian Pemerintahan yang terdiri atas :
a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;

b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan

c) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

2. Bagian Hukum yang terdiri atas :
a) Sub Bagian Perundang-undangan;

b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan

c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

3. Bagian Pertanahan yang terdiri atas :
a) Sub Bagian Pengadaan Tanah; dan

b) Sub Bagian Fasilitasi Permasalahan Pertanahan.

c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan yang terdiri atas :
1. Bagian Ekonomi yang terdiri atas :
a) Sub Bagian Produksi Daerah;

b) Sub Bagian Sarana Prasarana Perekonomian; dan

c) Sub Bagian Kelembagaan dan Usaha Ekonomi.

2. Bagian Pembangunan yang terdiri atas :
a) Sub Bagian Perencanaan Program dan Pengelolaan Data Elektronik;

b) Sub Bagian Pengendalian; dan

c) Sub Bagian Pelaporan.



3. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang terdiri atas :
a) Sub Bagian Kehidupan Beragama;

b) Sub Bagian Kesra; dan
c) Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat.

d. Asisten Administrasi yang terdiri atas :
1. Bagian Organisasi yang terdiri atas :
a) Sub Bagian Kelembagaan,;

b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan AKIP; dan
c) Sub Bagian Kepegawaian dan Anjab.

2. Bagian Umum yang terdiri atas :
a) Sub Bagian Umum dan Santelda;

b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
c) Sub Bagian Keuangan.

3. Bagian Humas dan Protokol yang terdiri atas :
a) Sub Bagian Humas;

b) Sub Bagian Protokol; dan
c) Sun Bagian Tamu dan Perjalanan Dinas.

e. Staf Ahli; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 10 Agustus 2011

BUPATI NUNUKAN,
ttd
BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 10 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ZAINUDDIN HZ.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011 NOMOR 20



